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Penelitian ini di latar belakangi oleh pengamatan penulis tentang 
pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap masyarakat 
yang melakukan pencemaran terhadap Parit Satu Kotabaru Seberida. Adapun 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan penggunaan 
Parit di Kotabaru Seberida menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 
Nomor 11 Tahun 2016  dan apa saja faktor penghambat dalam pengawasan 
Penggunaan Parit di Kotabaru Seberida. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di lapangan (field 
research). Menggunakan tekhnik observasi, wawancara, studi pustaka dan 
dokumentasi. Data primer dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat 
yang dijadikan sebagai responden. Sedangkan data sekundernya adalah data yang 
diperoleh dari beberapa buku dan karya ilmiah untuk menunjang penelitian. Dan 
metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu 
penelitian yang berupa menghimpun data, dan setelah data terkumpul kemudian 
digambarkan secara deskriptif. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
Pengawasan terhadap penggunaan Parit Satu Kotabaru Seberida serta faktor apa 
saja yang menghambat pengawasan terhadap penggunaan Parit tersebut 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016. 
Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan 
bahwa faktor pendorong masyarakat melakukan pelanggaran terhadap Peraturan 
Daerah Kabupaten  Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 terkait dengan 
pencemaranan Parit Satu Kotabaru Seberida dikarenakan tidak ada pengawasan 
dan koordinasi dari Satuan Polisi Pamong Praja dengan Ketua RW sehingga 
masyarakat Parit Satu Kotabaru Seberida leluasa dalam  melakukan tindakan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Menurut Undang-undang  Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya 
Air disebutkan bahwa daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang 
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang 
berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari 
curah hujan kedanau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan 
pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan di daerah perairan yang 
masih terpengaruh aktivitas daratan.
1
 
Dalam kerangka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengawasan merupakan 
bagian dari mekanisme penegakan hukum. Tujuan utama pengawasan adalah 
memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketataan dan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan 
dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perizinan 
lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam 
dokumen lingkungan hidup. 
Dalam hubungannya dengan kualitas air, pengawasan memilliki nilai 
penting sebagai berikut: 
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 Undang-undang  Nomor 17 Tahun 2019 Tentang tentang Sumber Daya Air 







1. Memastikan pengendalian pencemaran yang masuk ke sumber-sumber air 
dari pencemaran tertentu berjalan sesuai izin dengan mematuhi ketentuan 
yang di persyaratkan, dan 
2. Memverifikasi akurasi informasi swapantau , pengujian dan pemantauan 
yang diberikan kegiatan dan/atau usaha dan laporannya. 
Pengawasan terhadap kegiatan atau usaha dalam rangka pengendalian 
pencemaran tidak lepas dari upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian 
dan pemeliharaan lingkungan. Namun diluar pengawasan terdapat beberapa 
perintah perundang-undangan yang juga merupakan alat untuk mencegah 
tercemarnya sumber air. Perintah perundang-undangan tersebut bersama-sama 
dengan pengawasan dan penegakan hukum sebagai instrumen dalam 
pengendalian pencemaran air. Jika perintah perundang-undangan tersebut 
dijalankan maka pengawasan dapat mereduksi tingkat pencemaran atas 
ketidaktaatan usaha atau kegiatan secara signifikan.
2
 
Pesatnya pertumbuhan penduduk Kotabaru Seberida Kecamatan 
Keritang selain membawa keuntungan dengan tumbuh kembangnya kegiatan 
ekonomi, industri dan sosial budaya, juga mengalami kemunduran pada suatu 
sisi. Hal ini diakibatkan oleh pembuangan sampah dan  limbah rumah tangga  
dari masyarakat yang tinggal di sekitar Parit Satu Kotabaru yang 
menyebabkan pencemaran air pada parit tersebut. 
Ketertiban dan ketentraman umum adalah suatu keadaan dinamis yang 
memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan 
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kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan 
pembangunan di daerah secara berkesinambungan, ketentraman dan ketertiban 
umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan 
kesejahteraan umum.  
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan kebijakan melalui 
Peraturan Perundang-Undangan seperti Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri 
Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan 
Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat. yang mana Peraturan 
Daerah ini memuat pasal-pasal yang berisi ketentuan-ketentuan yang harus 
dilaksanakan oleh masyarakat Indragiri Hilir disertai dengan sanksi yang sah. 
Berdasarkan ruang lingkup Peraturan  Daerah  Kabupaten Indragiri 
Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tersebut diantaranya meliputi
3
 : 
1. Tertib jalan; 
2. Tertib jalur hijau, taman kota dan tempat umum; 
3. Tertib sungai, parit, saluran air/drainase; 
4. Tertib lingkungan; 
5. Tertib usaha/berjualan; 
6. Tertib bangunan; 
7. Tertib pemilik dan penghuni bagunan; 
8. Tertib sosial; 
9. Tertib kesehatan; 
10. Tertib bulan ramadhan; dan 
11. Tertib suara. 
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Tujuan dari pembinaan, pengawasan, dan penindakan ketertiban umum 
dan penyakit masyarakat ini adalah untuk melindungi masyarakat Indragiri 
Hilir, sarana dan prasarananya, beserta alamnya. Namun kenyataannya, dalam 
pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut terutama dalam bidang tertib sungai, 
parit dan saluran airnya belum berjalan dengan baik. Kebiasaan buruk 
masyarakat yang membuang sampah kealiran sungai ataupun parit-parit 
menyebabkan pencemaran bahkan penyumbatan yang menyebabkan tidak 
berfungsinya aliran parit tersebut.  
Berdasarkan ruang lingkup Peraturan Daerah diatas, maka aktivitas 
masyarakat yang membuang sampah ke parit tidak sesuai dengan 
peruntukannya.  Hal ini sudah barang tentu melanggar Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan 
Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat Pasal 8 poin C yang berbunyi 
“setiap orang atau badan dilarang untuk melakukan perbuatan/aktivitas yang 
dapat menyebabkan tercemarnya air sungai, parit, dan danau”. 
Jika di telaah secara bersama-sama, posisi pengawasan terhadap parit 
dan pengendalian pencemaran air parit merupakan bagian dari tugas pokok 
Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam  Pasal 33 ayat 2 
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 
Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit 
Masyarakat yang menerangkan bahwa “pengawasan terhadap pelaksanaan 
peraturan daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama 





Sebagaimana telah diketahui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah dibidang 
peenyelenggaraan dibidang ketertiban umum danketentraman masyarakat. Hal 
tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah Pasal 148 yang berbunyi sebagai berikut :
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1. Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk 
Satuan Polisi Pamong Praja. 
2. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada Peraturan 
Pemerintah. 
Bunyi Pasal tersebut sangat jelas bahwa kedudukan Satuan Polisi 
Pamong Praja dalam membantu Kepala Daerah sangat vital bahkan sangat 
menentukan keberhasilan program strategis Kepala Daerah. Karena ada dua 
kewajiban Kepala Daerah yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja 
yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk 
menegakkan seluruh perundang-undangan. 
Namun pada kenyataannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru 
Seberida Kecamatan Keritang belum menjalankan fungsinya secara maksimal. 
Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang melakukan 
pelanggaran dengan mencemarkan dan membuang sampah maupun limbah 
rumah tangga ke dalam parit tersebut.  
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Bertolak dari fenomena yang terjadi diatas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang fenomena tersebut dengan judul penelitian 
“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Penggunaan Parit 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 
2016 Di Parit Satu Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang”. 
 
B. Batasan Masalah 
Dari berbagai identifikasi permasalahan tidak semua masalah akan 
penulis teliti. Mengingat keterbatasan waktu, dana, pikiran, dan tenaga. 
Supaya pembahasan skripsi ini terarah dan mencapai tujuan yang di inginkan 
serta tidak menyimpang dari pembahasan, maka penulis memberikan batasan 
masalah pada bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam mengawasi 
pengunaan parit di  Parit Satu Kotabaru Seberida berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016. 
 
C. Perumusan Masalah 
Bertolak dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru terhadap 
pelaksanaan pengawasan penggunaan Parit di Kotabaru Seberida menurut 
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 ? 
2. Apa saja faktor penghambat dalam pengawasan Penggunaan Parit di 






D. Tujuan  dan Manfaat Penelitian  
Tujuan yang ingin penulis dapatkan dalam rangka penyusunan skripsi 
ini adalah: 
1. Untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru terhadap 
pengawasan penggunaan Parit berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Parit Satu Kotabaru Seberida 
Kecamatan Keritang. 
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pengawasan terhadap 
penggunaan Parit berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 
Nomor 11 Tahun 2016 di Parit Satu Kotabaru Seberida Kecamatan 
Keritang.  
 Sedangkan manfaat dari penelitian skripsi ini adalah: 
1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kotabaru Seberida menyangkut 
Pengawasan Terhadap Penggunaan Parit Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Parit Satu Kotabaru 
Seberida Kecamatan Keritang. 
2. Menambah pengetahuan bagi penulis sehingga menjadi pengalaman yang 
bermanfaat dikemudian hari. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum Sosiologis yang 





penulis memilih tempat tersebut karena penulis menemukan kesenjangan 
antara peraturan dan pelaksanaan di lapangan.
5
 
2. Subjek dan Objek Penelitian 
 Subjek dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan 
masyarakat Parit Satu Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang. Sedangkan 
objek dari Penelitian ini adalah pelaksanan Peraturan Daerah Kabupaten 
Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Parit Satu Kotabaru Seberida 
Kecamatan Keritang. 
3. Populasi dan Sampel 
 Populasi dan sampel
6
 dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi 
Pamong Praja, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kotabaru Seberida, Ketua 
RW, Ketua RT dan masyarakat Parit Satu Kotabaru Seberida.  
Tabel. I.1 
Populasi dan Sampel 
 
No Responden Populasi Sampel Persentase 
1. Kepala Desa 1 1 100% 
2. Sekretaris Desa 1 1 100% 
3. Ketua RW 1 1 100% 
4. Ketua RT 1 1 100% 
3. Satpol PP 7 5 14% 
4. Masyarakat 125 9 11% 
 Sumber : Olahan Data 11 Februari 2020.  
 
4. Sumber Data 
Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh 
peneliti, antara lain : 
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a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian  
lapangan (field research) atau tempat lokasi penelitian baik dengan 
metode pengamatan maupun wawancara dengan orang-orang yang ada 
kaitannya  dengan permasalahan seperti Satuan Polisi Pamong Praja, 
masyarakat, dan Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya. 
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 
(Library Research), dengan cara mengumpulkan buku-buku yang 
berhubungan dengan objek penelitian dan hasil kaya ilmiah dalam 
bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal yang berkaitan dengan 
penelitian. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 
metode yang peneliti gunakan adalah : 
a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi 
penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata 
tentang yang diteliti dengan tujuan mencari tahu mengenai keadaan 
yang sebenarnya terkait pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan 
parit. 
b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung 
dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok 
permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan. 
c. Studi kepustakaan, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui 





ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal yang berkaitan 
dengan penelitian. 
d. Dokumentasi, yang  penulis maksudkan disini yaitu data tentang lokasi 
penelitian, subjek, objek penelitian, dan data-data baik yang berupa 
tertulis, tidak tertulis, maupun gambar.  
6. Metode Analisis Data  
Dalam penelitian ini analisa data yang dilakukan adalah analisis 
kualitatif. Penuis menggunakan metode yang bersifat kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Yakni pengumpulan data menggunakan pedoman 
wawancara dan pengamatan sehingga akan tampak kesenjangan antara 




F. Sistematika Penulisan 
Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi 
dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Akan tetapi, antara 
satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat suatu 
rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir 
ini adalah sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
   Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 
penelitian, selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika 
penulisan. 
                                                             
7





BAB II :   GAMBARAN UMUM PENELITIAN 
  Bab ini akan diuraikan mengenai Pemerintahan Kabupaten 
Indragiri Hilir, gambaran umum Parit Satu Kotabaru, baik 
secara geografis maupun demografis, dan informasi tetang 
Satpol PP Kotabaru Seberida. 
BAB III : TINJAUAN TEORITIS 
  Bab ini memuat uraian teori-teori sebagai dasar hukum yang 
melandasi permasalahan meliputi pengawasan terhadap 
penggunaan Parit berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Inhil Nomor 11 Tahun 2016 di Kotabaru Seberida Kecamatan 
Keritang. 
BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Bab ini memuat uraian tentang pengawasan terhadap 
penggunaan Parit berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Inhil Nomor 11 Tahun 2016 di Kotabaru Seberida Kecamatan 
Keritang dan untuk mengetahui penyebab terjadinya 
pencemaran air Parit Satu di Kotabaru Seberida Kecamatan 
Keritang.  
BAB V :  PENUTUP 











GAMBARAN UMUM KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN 
KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 
 
A. Kotabaru Seberida 
Kotabaru Seberida berdiri pada tahun 1940 yang mana sebelum berdiri 
Kotabaru Seberida merupakan bagian dari Kecamatan Seberida. Dengan 
berdirinya Desa Kotabaru Seberida ini sebagai Desa baru maka diberilah nama 
Desa ini yaitu Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri 
Hilir Provinsi Riau hingga sekarang. 
Kotabaru Seberida adalah salah satu Desa di Kecamatan Keritang 
Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Kotabaru Seberida terdiri dari 10 
Rukun Warga (RW) dan 50 Rukun Tetangga (RT)  yang sebagian besar 
masyarakatnya adalah petani dan dengan luas wilayah ± 37.200 M² dengan 
batas wilayah: 
1. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Kotabaru Reteh 
2. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Pasar Kembang 
3. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kembang Mekar Sari 
4. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Kayu Raja. 
 
B. Pemerintahan Kotabaru Seberida 
Berkat informasi dari orang-orang tua yang masih ada di Kotabaru 
Seberida maka dapat disusun urutan yang pernah menjadi Kepala Desa di 








1. Ibrahim 1940 sebelum kemerdekaan s/d 1947. 
2. Abdul Rahman Sikin 1947 s/d 1952. 
3. H. Ahmad Kahar 1952 s/d 1985. 
4. H. M. Noer 1985 s/d 1990. 
5. H. Idarwis Idris Tahun 1990 s/d 2006. 
6. Termizi Yusuf  Tahun 2006 s/d sekarang. 
Kotabaru Seberida dengan tempat dan letaknya yang strategis dan 
ditunjang dengan transportasi darat yang ada dan semakin berkembanganya 
perekonomian ditunjang dengan pertumbuhan penduduk yang semakin padat 
sehingga Kotabaru Seberida dengan cepat menjadi pusat perekonomian 
Kecamatan Keritang dan merupakan Desa yang paling pesat berkembangnya. 
Dikarenakan faktor banyaknya kelurahan dan  luasnya wilayah Kotabaru 
Seberida, maka pada tahun 2000 dibawah kepemimpinan bapak H. Idarwis 
Idris Kotabaru dimekarkan menjadi 3 desa yaitu: 
1. Desa Kembang Mekar Sari 
2. Desa Pasar Kembang 
3. Desa Kotabaru Seberida. 








Struktur dan Kepengurusan Kotabaru  
 
No Nama Jabatan Periode Keterangan 
1. Tarmizi 
Yusuf 
Kepala Desa 2016 s/d 
sekarang 
Aktif 
2. Darul Kutni Sekretaris Desa 2004 s/d 
sekarang 
Aktif 
3. Agus Salim Seksi Pemerintahan 2004 s/d 
sekarang 
Aktif 



























Sumber  Data: Kantor Desa Kotabaru Seberida Tahun 2020. 
 
C. Kependudukan 
Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan 
sekaligus  menjadi beban pembangunan,Jumlah penduduk Kotabaru Seberida 
adalah 9.106 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2.280 Kepala Keluarga. 
Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar 
harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat 
penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam 
pembangunan, khususnya pembangunan Kotabaru Seberida. Berkaitan dengan 
kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah 









Jumlah Penduduk Kotabaru Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah Jiwa 
2019 4.491 Jiwa 4.562 Jiwa 9.053 Jiwa 
2020 4.519 Jiwa 4.587 Jiwa 9.106 Jiwa 
Sumber  Data: Kantor Desa Kotabaru Seberida Tahun 2020. 
Tabel. II.3 
Jumlah Penduduk Kotabaru Menurut Suku  
 







1. Banjar 633 545 1.178 
2. Batak 6 10 16 
3. Bugis 1.126 1.338 2.464 
4. Jawa 436 440 876 
5. Melayu 2.039 1.979 4.018 
6. Minang 267 262 529 
7. Tionghoa 12 13 25 
Sumber  Data: Kantor Desa Kotabaru Seberida Tahun 2020 
Tabel II.4 
Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk Kotabaru  
 
No. Dusun dan Jumlah 






1. Dusun Teladan RT 1-3 699 706 
2. Dusun Pelita RT 1-4 1.434 1.439 
3. Dusun Duku RT 1-4 973 981 
4. Dusun Damai RT 1-4 385 391 
5. Dusun Mekar RT 1-5 983 992 
6. Dusun Sepakat RT 1-5 1.045 1.049 
7. Dusun Keramat RT 1-5 317 270 
8. Dusun Mulia RT 1-6 639 642 
9. Dusun Taqwa RT 1-6 1.304 1.311 
10. Dusun Belimbing RT 1-6 1.268 1.272 
Total 9.047 9.053 








Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat 
kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. 
Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat 
kecakapan. Tingat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan 
kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan 
yang baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk 
pembukaan lapangan pekerjaan baru guna untuk mengatasi pengangguran. 
Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir 
indidvidu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. 
Tabel II.5 
Jumlah Tingkat Pendidikan Penduduk Kotabaru 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk 
1. Tamat SD 17,19% 
2. Tamat SMP 12,07% 
3. Tamat SMA 8,99% 
4. Tamat Perguruan Tinggi 5,21% 
5. Pelajar SD 13,24% 
6. Pelajar SMP 9,02% 
7. Pelajar SMA 3% 
8. Mahasiswa 2,24% 
9. Tidak Sekolah dan Putus Sekolah 15% 
10. Belum Sekolah 14,04% 
Total 100% 
Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kotabaru Seberida, 2020 
Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa di Kotabaru Seberida 
jumlah dan presentase penduduk berdasarkan tingkat pendidikan ialah Tamat 
SD 17.19% atau 1.566 orang, Tamat SMP 12,07% atau 1.096 orang. Tamat 
SMA 8.99% atau 819 orang, Tamat Perguruan Tinggi 5.21% atau 476 orang 





atau 549 orang, Mahasiswa Perguruan Tinggi 2,24% atau 204 orang, Tidak 
Sekolah dan Putus Sekolah 15% atau 1.361 orang, Belum Sekolah 14,04% 
atau 1.196 orang. Dari data terlihat bahwa kebanyakan penduduk Kotabaru 




Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari kantor Desa Kotabaru 
Seberida, bahwa hampir seluruh masyarakat Desa Kotabaru Seberida 
beragama Islam, karena hampir semua penduduknya adalah asli yaitu Suku 
Melayu. Meskipun ada penduduk pendatang, Tapi jumlahnya masih sangat 
sedikit bahkan hampir tidak terlihat. Dalam memperoleh ilmu agama mereka 
belajar kepada ulama-ulama setempat yang dianggap mampu mengajarkan 
ilmu agama. Sarana peribadahan di Kotabaru Seberida telah memadai, mereka 
juga sering sholat berjamaah di Masjid atau di Mushalla, di samping untuk 
tempat Ibadah mereka juga mengadakan wirid yasin setiap hari jum`at dan 
wirid yasin ini di adakan secara bergiliran dari rumah-kerumah. 
Tabel II.6 
Jumlah Sarana Ibadah di Kotabaru  
 
No Nama tempat ibadah Jumlah 
1. Masjid 4 unit 
2. Musallah 6 unit 
          Total 10 unit 







F. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja  
Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah 
perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban 
umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi tata kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota. Di daerah provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin 
oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah 
Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah 
Kabupaten/Kota. 
Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan di Yogyakarta pada tanggal 
3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa yang berfungsi untuk mewadahi 
sebagian tugas pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong 
Praja, pada masa setelah prklamasi kemerdekaan di mana sempat diawali 
dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, maka pada masa itu dibentuklah Datasemen Polisi sebagai penjaga 
keamanan kepanewon di Yogyakarta. Sesuai denga surat perintah jawatan 
praja di DKI Yogyakarta yang bertujuan unntuk menjaga ketentraman dan 
ketertian masyarakat. 
Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi 





pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar daerah Jawa dan Madura 
melalui dukungan para petinggi Militer.  
Pada taun 1962, namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar 
Baya untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara. Pada 1963 berubah 
nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Selanjutnya istilah Satuan Polisi 
Pamong Praja atau Satpol PP mulai di kenal sejak diberlakukannya Undang-
undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan 
semakin disempurnakan dengan peraturan-peraturan yang baru yang pada 
tujuannya mengarah kepada perbaikan. Hinnga selanjutnya Pemerintah 
Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 90 tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja 
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. 
 
G. Visi, Misi dan Struktur Kepengurusan Satuan Polisi Pamong Praja 
Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 
1. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang 
Kabupaten Indragiri Hilir adalah “Terwujudnya situasi ketentraman dan 
ketertiban umum yang kondusif di Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang 
Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai pusat kegiatan ekonomi regional yang 
berbasis pertanian dan sumber daya perairan, didukung oleh sumber daya 
manusia yang mandiri, agamis, sejahtera lahir dan bathin”. 
2. Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang 
Kabupaten Indragiri Hilir adalah: 





b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakaat 
c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat. 
3. Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru Seberida Kecamatan 
Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 
Tabel II.7 
Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru 
 
No. Nama Jabatan Periode 
1 Dasril S.Hum Kepala Satpol PP 2009-Sekarang 
2 Apriadi Anggota Satpol PP 2012-Sekarang 
7 Eprizal Anggota Satpol PP 2014-Sekarang 
4 Jamil Kairi Anggota Satpol PP 2010-Sekarang 
5 Muhajir Anggota Satpol PP 2011-Sekarang 
6 Muhtar Anggota Satpol PP 2013-Sekarang 
3 Syaifullah Anggota Satpol PP 2012-Sekarang 





















A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja 
Kata peran mempunyai arti laku, hal berlaku atau bertindak, pelaku, 
pemain. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), artinya 
seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya, maka orang itu telah menjalankan suatu peran. 
Dalam organisasi setiap individu memegang peran dan wewenangnya 
masing-masing dimana untuk dapat mencapai suatu tujuan organisasi tiap-tiap 
individu tersebut dituntut untuk menjalankan perannya secara maksimal. Peran 
dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 
1. Peran Aktif 
Adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena 
kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifis kelompok. Seperti 
pengurus, pejabat, dan lain sebagainya; 
2. Peran Partisipatif 
Adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada 
kelompoknya yang emberikan sumbangan yang sangat berguna bagi 
kelompok itu sendiri; 
3. Peran Pasif 
Adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana 
anggota kelompok menahan agar memberikan kesempatan kepada fungsi-
fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.
8
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Secara eksplisit peranan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 
dalam keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dalam Peraturan 
pemerintah nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang 
menjabarkan bahwa pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan 
hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 
Daerah. Pada Pasal 4 yang menjabarkan tugas pokok Satuan Polisi Pamong 
Praja yakni menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan pada 
Pasal 5 dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4, 
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi: 
1. Menyusun program dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, 
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta 
perlindungan masyarakat; 
2. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah; 
3. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umumdan 
ketentraman masyarakat;  
4. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat; 
5. Melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah, melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; 
6. Mengawasi masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan 





7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.9 
Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana yang dimaksud adalah : 
1. Mengikuti proses penyusunan praturan perundang-undangan serta kegiatan 
pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daereah; 
2. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat 
negara dan tamu negara; 
3. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 
4. Membantu pengamanan dan penertibaan penyelenggaraan pemilihan 
umum dan pemilihan umum kepala daeereah 
5. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian 
daerah/kegiatan yang berskala besar; 
6. Melaksanakan tugas pemerintahan umum yang diberikan oleh Kepala 




Dalam menjalankan tugas menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi 
Pamong Praja harus mampu menghadapi berbagai kondisi dan tantangan 
global. Tetapi yang lebih penting, tentu saja Satuan Polisi Pamong Praja harus 
mencoba menempatkan fungsi pemandu pada publik dibandingkan dengan 
penegakan hukum. Ini penting sebagai upaya untuk mencegah orang agar 
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menjadi sadar  hukum dan memahami pentingnya perdamaian dan ketertiban 
umum. Mengingat bahwa ada kecendrungan ketika penegakan hukum lebih 
ditekankan ada potensi konflik. 
Tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja semakin penting 
dalam administrasi pemerintahan, memiliki tugas langsung menangani 
administrasi ketertiban umum dan perdamaian di daerah masing-masing. 
Dalam konteks menegakkan Peraturan Daerah peran Satuan Polisi Pamong 
Praja disamping hak untuk melakukan pemeriksaan juga dapat bersifat refresif 
yang tidak bersifat hukum terhadap warga negara atau badan hukum yangn 
melakukan pelanggaran. 
Peran penting lainnya dalam merancang strategi untuk menerapkan 
perdamaian dan ketertiban umum adalah meningkatkan sumber daya manusia        
(SDM) melaui pelatihan. Ini sangat penting karena dengan dukungan SDM 
yang handal peluang untuk mencipatkan keamanan dan ketertiban umum 
dapat terwujud. Terlepas dari apakah citra Satuan Polisi Pamong Praja benar 
atau tidak dimata masyarakat. Tugas dan fungsinya dalam konteks membina 
keamanan dan penegakan hukum. 
11
 
Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan fungsi yang sangat 
strategis sebagai tindakan terkait dengan funsi dan wewenang yang mereka 
miliki. Yaitu: 
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1. Menjunjung Peraturan Daerah yang erat kaitannya dengan keberadaan 
pemerintah daerah karena keberadannya didukung oleh berbagai Peraturan 
Daerah yang ada; 
2. Mengatur  ketertiban umum  dan kedamian publik yang terkait dengan 
salah satu tugas utama pemerintah daerah. 
Sebagai aparatur negara Satuan Polisi Pamong Praja seyogyanya 
mampu melakukan fungsi pemeliharaan dan menjaga ketertiban serta 
keamanan selain menjalankan tugasnya untuk membantu Kepala Daerah 
dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarkat dan penegakan 
terhadap berlakunya Peraturan Daerah serta keberadaanya dituntut adanya 
penegakan kebijakan pemerintah daerah lainnya. Tanpa kondisi yang baik, 
ketertiban umum dan kedamaian masyarakat akan menganggu jalannya 




B. Teori Tentang Pengawasan 
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari 
adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang 
akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan 
kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tuuan yang telah 
direncanakan agar  efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu 
aktivitas yang berkaitan dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh 
mana pelaksanaan kerja telah di jalankan. Pengawasan juga dapat mendeteksi 
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sejauh mana kebijakan pemimpin di jalankan dan sampai sejauh mana 
penyimpangan yangn terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. 
Menurut Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan daripada 
seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan 




Sedangkan Ir. Sujamto mengemukakan pengertian pengawasan sebagai 
segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang 
sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sudah sesuai 
dengan yang semestinya atau tidak.
14
 
Dalam pengawasan diperlukan standar atau tolok ukur pengawasan 
sebagai bagian dari mekanisme pengawasan untuk memberikan petunjuk 
kepada lembaga aparat pengawas agar bertindak menurut peraturan yang 
berlaku. 
1. Macam-macam Pengawasan 
a. Pengawasan Prefentif dan Pengawasan Refresif 
Secara umum pengertian pengawasan prefentif adalah 
pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan. Ini berarti 
pengaawasan terhadap segala sesuatu yang masih beersifat rencana.  
Pengawasan prefentif mengandung prinsip bahwa Peraturan 
Daerah, Keputusan Kepala Daerah mengenai pokok tertentu baru 
berlaku setelah ada pengesahan pejabat yang berwenang.  
                                                             
13
 S.P. Siagian, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1970. hlm. 107. 
14
 Ir. Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta 





Sedangkan Pengawasan Refresif adalah pengawasan yang 
dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Pengawasan 
refresif ini merupakan kebalikan dari pengawasan prefentif.  
Pengawasan refresif dikenal sebagai salah satu bentuk/cara 
dalam pengawasan atas berjalannya pemerintahan daerah otonom. 
Pengawasan refresif dilakukan terhadap semua Peraturan Daerah dan 
Keputusan Kepala Daerah.  
Pengawasan refresif berwujud penangguhan atas pembatalan 
Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan 
dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi tingkatannya. Penangguhan atau pembatalan itu dilakukan 
oleh pejabat yang berwenang. 
b. Pengawasan Umum  
Merupakan suatu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah 
terhadap segala kegiatan pemerintahan Daerah dengan baik. 
Pengawasan umum terhadap pemerintahan Daerah dilakukan oleh 
Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Bupati sebagai wakil 
Pemerintahan Daerah yang bersangkutan. 
c. Pengawasan Ekstern dan Pengawasan Intern 
Secara Harfiah berarti pengawasan dari luar. Dalam 
penggawasan ekstern subjek pengawasan yaitu pengawas berada di 
luar susunan oerganisasi objek yang diawasi. Sedangkan pengawasan 





d. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung 
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan 
dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap objek 
yang diawasi. Sedangkan Pengawasan Tidak Langsung adalah 
merupakan kebalikan dari Pengawasan Langsung jadi pengawasan 
tidak langsung itu dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat 
pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi, atau tegasnya 
pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Sesuai dengan sifatnya, 
pengawasan tidak langsung merupakan cara pengawasan yang yang 
banyak mengandung kelemahan, dikarenakan segala informasi belum 
tentu sesuai dengan kenyataan dilapangan.   
2. Norma Umum Pengawasan 
a. Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan 
mencari siapa yang salah tetapi apabila ditemukan kesalahan, 
penyimpangan, dan hambatan supaya dilaporkan sebab-sebab dan 
bagaimana terjadinya, serta mencari jalan bagaimana memperbaikinya. 
b. Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan 
terus-menerus sehingga memperoleh hasil pengawasan yang 
berkesinambungan. 
c. Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan 
koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan 
penyelewengan yang ditemukan untuk mencegah berlanjutnya 





d. Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan 
kesan untuk memperbaiki, mengurangi, atau bahkan meniadakan 
penyimpangan disamping menjadi pendorong untuk menciptakan  
kesempurnaan kondisi objek pengawasan.
15
 
3. Subjek Pengawasan 
Subjek pengawasan biasanya terdiri dari pejabat/petugas/team yang 
ditugaskan atas surat perintah dari pejabat yang berwenang, misalnya 
Menteri, Gubernur, Bupati, atau pejabat-pejabat lain yang bertindak atas 
nama mereka. Subjek pengawasan ini adalah pihak-pihak yang 
mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap objek yang 
diawasi. Dengan kata lain, subjek itu merupakan kata tunuk yang 
menunjukkan kata “siapa”. 
4. Objek Pengawasan 
 Objek pengawasan bukanlah orang, melainkan sesuatu. Objek 
pengawasan merujuk pada kata “apa”. 
5. Sasaran Pengawasan 
Sasaran pengawasan biasanya menunjukkan kepada apa yang 
hendak dicapai oleh pengawasan. Biasanya di terjemahkan sebagai target 
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6. Tujuan Pengawasan 
Tujuan dari pengawasan adalah untuk mengusahakan agar apa yang 
direncanakan menjadi kenyataan. Disisi lain Marbun mengatakan bahwa 
tujuan pengawasan adalah untuk mencegah timbulnya segala bentuk 
penyimpangan-penyimpangan dan menindak atau memperbaiki 
penyimpangan yang telah terjadi. 
 
C. Ketertiban Umum 
Istilah ketertiban umum menurut Kollewijn memliki sejumlah variasi 
pengertian. Pertama, ketertiban umum hukum dalam hukum perikatan 
merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur 
pokok dalam ketertiban, kesejahteraan, keamanan (Rust en Veiligheid). 
Ketiga, sebagai pasangan dari kesusilaan yang baik (Goede Zeden). Keempat, 
sebagai sinonim dari ketertiban hukum (Rechtorde). Ataupun kelima, sebagai 
keadilan. Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk 
jalannya peradilan yang adil. Dan terakhir, sebagai kewajiban hakim untuk 




D. Pencemaran Parit 
Sumber daya air dinilai sangat penting bagi kehidupan dan 
kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai mana diatur dalam Pasal 33 ayat 3 
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan 
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alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negaradan di pergunakan 
sebesar-besarnya untuk keperluan rakyat”. 
17
  
Menurut Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 14 menerangkan bahwa 
pencemaran lingkungan hidup adalah “ Masuk atau dimasukkannya makhluk 
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lalin kedalam lingkungan hidup oleh 




Pencemaran lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan 
manusia, karena itu selama dua abad terakhir ini telah terjadi momentum 
peningkatan kerusakan lingkungan hiidup secara keseluruhan di permukaan 
bumi ini sebagai hasil dari kegiatan manusia. Hal ini di perparah lagi oleh 
kondisi jumlah populasi manusia dari masa ke masa selalu bertambah dengan 
pesat. Sedangkan hasil teknologi kegiatan limbah tidak menentu sehingga 
terjadi korelasi positif antara kecepatan peningkatan populasi manusia dengan 
kenaikan kuantitas limbah di bumi ini.
19
  
Komponen pencemaran air yang berasal dari industri rumah tangga 
(pemukiman) dan pertanian menurut Wisnu Wardhana adalah : 
1. Limbah padat; 
2. Bahan buangan organik dan olahan bahan makanan; 
3. Bahan buangan anorganik; 
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4. Bahan buangan berupa panas (polusi thermal); 
5. Bahan buangan zat kimia, yaitu sabun, insektisida, dan zat pewarna.20  
Pemahaman akan pencemaran sangat penting artinya baik bagi 
masyarakat maupun bagi pengusaha. Seringkali pencemaran itu di 
interpretasikan secara sempit sehingga jangkauan pemahamannya terbatas 
pada hal-hal yang sifatnya insidentil belaka padahal adanya pencemaran dan 
dampak yang di timbulkan olehnya baru dapat di deteksi setelah puluhan 
tahun berlangsung. Pengamatan terhadap berbagai industri menunjukkan 
bahwa pencegahan dan pengendalian pencemaran bukanlah pekerjaan  yang 
mudah.  
Saat ini pemanfaatan sungai dilakukan secara berlebihan tanpa 
memikirkan dampak dan akibatnya. Banyak sungai yang rusak dan tercemar 
akibat limbah oleh rumah tangga maupun oleh perusahaan atau industri yang 
ada disekitar sungai. Rusaknya ekosistem sungai berdampak negatif 
khususnya bagi masyarakat yang tinggal disekitar sungai. Ekosistem sungai 
yang rusak menyebabkan menurunnya jumlah debit air secara fluktuaktif pada 
musim hujan dan kemarau, penurunan cadangan air serta penurunan jasa 
lingkungan. Hal ini tentu dikhawatirkan akan dapat mengganggu 
keseimbangan ekosistem dan habitat sungai bila tidak dilakukan perbaikan 
serta tindakan perlindungan semacam konservasi sungai dan sebagainya. 
 
 
                                                             
20
 Wisnu Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi. 





1. Upaya Pengendalian Pencemaran Air 
Pengendalian pencemaran adalah upaya untuk memaksimumkan 
dampak positif dan meminimumkan dampak negatif. Optimalisasi 
semacam ini sangat dipengaruhi oleh faktor politis, sosial, dan budaya.
21
 
Pengendalian pencemaran dapat dilakukan dengan upaya: 
a. Pemantauan kualitas air; 
b. Penetapan daya tampung beban pencemaran air; 
c. Penetapan baku mutu air limbah; 
d. Pembuatan IPAL; 
e. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air. 
2. Upaya  Mengatasi Pencemaran Air 
Upaya untuk mengatasi pencemaran air dapat dilakukan dengan 
cara: 
a. Preventif 
Dimana pemerintah telah memberlakukaan Undang-undang no. 
32 Tahun 2019 tentang Pengendalian Pencemaran Kualitas 
Lingkungan Hidup. Dimana kita mempunyai andil yang cukup besar 
untuk menentukan kualitas hidup daerah masing-masing. Kuratif, 
dimana pemerintah setempat harus mewajibkan adanya gotong royong 
dalam membersihan sungai secara rutin. Karena sungai telah tercemar. 
Langkah terbaik adalah membersihkan atau mensterilisasikan sungai 
tersebut. 
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b. Rehabilitatif  
Usaha lanjutan dari kuratif dimana setelah kita membersihkan 
sungai maka tugas kita untuk menjaganya secara berkala dan 
berkesinambungan. Dan menindak lanjuti para pencemar sungai. 
c. Promosi 
Hendaknya media massa bekerja sama dengan pemerintah dan 
warga setempat dalam mengajak masyarakat menaga sungai, apa 
dampaknya, bisa dalam iklan ataupun sosialisasi kelembaga-lembaga 
pemerintahan. 
d. Memperhatikan Sikap dan perilaku masyarakat 
Masyarakat disekitar sungai perlu merubah perilaku tentang 
pemanfaatan sungai agar sungai tidak lagi di pergunakan sebagai 
tempat pembuangan sampah dan tempat mandi, cuci dan kakus 
(MCK). Peraturan pembuangan sampah industri hendaknya dipantau 
pelaksanaannya dan pelanggarnya dijatuhi hukuman. Limbah  industri 
hendaknya di proses dahulu dengan  teknik pengolahan limbah dan 
setelah memenuhi syarat baku mutu air buangan baru bisa dialirkan ke 
selokan-selokan atau sungai. Dengan demikian akan tercipta sungai 
yang bersih dan memiliki fungsi ekologis. 
Banyak tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai 
cara penanggulangan pencemaran air, yaitu: 






2) Tidak menggunakan sungai atau danau untuk tempat mencuci truk, 
mobil, dan sepeda motor; 
3) Tidak menggunakan sungai atau danau untuk wahana memandikan 
ternak dan sebagai tempat kakus; 
4) Tidak minum air dari sungai, danau atau sumur tanpa dimasak 
dahulu. 
e. Pemerintah berperan  dalam upaya pengendalian pencemaran air, yaitu 
dengan cara menerapkan: 
1) Perizinan pembuangan air limabah kesumber air; 
2) Penyediaan informasi; 
3) Penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air;   
4) Pembinaan dan pengawasan; 
5) Koordinasi antar instansi yang berkepentingan dalam pengendalian 
pencemaran air; 
6) Penerapan konsep partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 




E. Peraturan Daerah 
Sebagaimana disebutkan  dalam Pasal 1 pada Ketentuan Umum 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa  Peraturan Daerah yang 
selanjutnnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda 
Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. 
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 Bagir Manan berpendapat bahwa Peraturan Perundang-undangan 
Tingkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem 
Perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu tidak boleh ada 
Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.
23
 
 Maria Farida membagi Peraturan Daerah menjadi dua, yaitu:  
1. Peraturan Daerah Tingkat I 
Peraturan Daerah Tingkat I adalah peraturan yang dibentuk oleh 
Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I bersama sama dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I dalam melaksanakan 
otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I 
(Provinsi) atau dengan kata lain peraturan Kepala Daerah Tingkat I 
(Peraturan Gubernur) adalah Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah 
Provinsi tersebut. Namun, pembentukan Peraturan Daerah Tingkat I 
(Peraturan Gubernur)  ini dapat juga merupakan limpahan wewenang 
(delegasi) dari suatu Keputusan Presiden.
24
 
 Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Provinsi 
adalah Peraturan Undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. 
 Kewenangan Peraturan Daerah Tingkat I ini merupakan suatu 
pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya sendiri 
                                                             
23
 Bagir Manan, Sistem dan Teknik  Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat 
Daerah, Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995. hlm. 8. 
24





maupun daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: 
a. Pemerintahan Daerah Provinsi menyelenggarakan urusan 
pemerintahannya sendiri; 
b. Pemerintahan Daerah Provinsi menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dengan cara menugasi Daerah Kabupaten/Kota 
berdasarkan asas Tugas Pembantuan 
c. Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dengan cara menugasi Desa.  
 Sedangkan kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintahan Provinsi diterangkan pada Pasal 13 ayat (3) Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: 
a. Pemerintah Daerah Provinsi berwenang mengatur urusan 
Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota; 
b. Pemerintah Daerah Provinsi berwenang mengatur urusan 
Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah Kabupaten/Kota; 
c. Pemerintah Daerah Provinsi berwenang mengatur urusan 
Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah 
Kabupaten/Kota; 
d. Pemerintahan Daerah Provinsi berwenang mengatur urusan 
Pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila 






2. Peraturan Daerah Tingkat II 
Peraturan Daerah Tingkat II adalah Peraturan Daerah yang dibentuk 
oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II bersama-sama dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II dalam melaksanakan 




 Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota adalah Peraturan Undang-undang yang dibentuk oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan 
bersama Bupati/Walikota 
 Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Tingkat II ini 
merupakan pemberian wewenang (atribusian) untuk mengatur daerahnya 
sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, yaitu: 
a. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan 
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 
b. Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat; 
c. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
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daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan 
kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 
d. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pemerintah pusat belum 
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 
 Sedangkan kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintahan Provinsi diterangkan pada Pasal 13 ayat (4) Undang-undang  
Nomor 23 Tahun 2014, yaitu: 
a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang mengatur urusan 
Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota; 
b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang mengatur urusan 
pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota; 
c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang mengatur urusan 
Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam 
Daerah Kabupaten/Kota; 
d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang mengatur urusan  
Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila 
dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota. 
3. Asas Pembentukan Peraturan Daerah 
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan 
berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang 





a. Kejelasan tujuan; 
b. Kelembegaan atau pejabat pembentuknya yang tepat; 
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 
d. Dapat dilaksanakan; 
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f. Kejelasan rumusan; dan 
g. Keterbukaan. 
4. Materi Muatan Dalam Peraturan Daerah 
Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menerangkan bahwa materi 






f. Bhineka tunggal ika; 
g. Keadilan; 
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 
i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 
j. Keseimbangan, keserasian, keselarasan. 
 Selain harus mencerminkan asas diatas, materi muatan Peraturan 





dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan 
serta menampung kondisi Khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 
 
F. Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan  Ketertiban Umum dan 
Penyakit Masyarakat 
Bagian Ketiga 
Tertib Sungai, Parit, Saluran Air/Drainase 
Pasal 8 
Setiap orang atau badan dilarang untuk: 
4. Melakukan perbuatan/aktivitas yang dapat menyebabkan tercemarnya 
air sungai, parit, dan danau. 
 
G. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2018 tentang 
Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan 
Penyakit Masyarakat. 
Bab II 
Maksud Dan Tujuan 
Pasal 2 
1. Maksud peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan bertindak bagi 
pelaksana Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum 





2. Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan efektifitas 
penyelenggaraan dan penciptaan kondisi ketertiban umum dan 
ketentraman masayarakat dalam rangka mendukung kegiatan 










KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan di 
Parit Satu Kotabaru Seberida, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
terjadinya pencemaran dan pendangkalan yang terjadi pada Parit Satu 
Kotabaru Seberida disebabkan oleh: 
1. Kurangnya kesadaran warga Parit Satu Kotabaru Seberida dalam menjaga 
kebersihan lingkungan terutama kebersihan parit tersebut. Diantara 
aktivitas masyarakat yang menimbulkan pencemaran parit tersebut adalah 
perbuatan masyarakat yang kerapkali membuang dan menumpuk sampah 
kebadan parit. 
2. Tidak ada interaksi dan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja 
dengan Ketua RT maupun Ketua RW Parit Satu Kotabaru Seberida, 
sehingga masyarakat menganggap Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemuka setempat tidak mempermasalahkan perbuatan mereka yang 
mencemarkan parit tersebut. 
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru Seberida tidak menyusun program 
kerja untuk pelaksanaan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah. 
4. Tidak dilakukannya sosialisasi ataupun himbauan terhadap masyarakat 
secara berkala guna merubah paradigma dan sikap warga terhadap 







5. Tidak ada larangan, pengawasan dan penindakan terhadap masyarakat 
yang melakukan pelanggaran yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah 
setempat khususnya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai badan yang 
membantu Kepala Daerah dengan menegakkan peraturan daerah dan diberi 
tanggung jawab sebagai pengawas dan penyelenggara ketertiban umum 
dan penyakit masyarakat seperti yang telah tercantum dalam pasal 33 ayat 
2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 
2016. 
6. Dana operasional dan saranan-prasarana yang kurang memadai untuk 
dilakukannya operasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja.  
7. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  nomor 11 tahun 
2016 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum 
dan Penyakit masih jauh dari kata optimal terutama pengawasan 
kebersihan dan ketertiban paritnya. 
 
B. Saran 
1. Diharapkan kepada masyarakat Kotabaru Seberida agar lebih 
memperhatikan kebersihan lingkungannya dan menghilangkan kebiasaan 
buruk seperti membuang sampah kedalam badan parit. 
2. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kotabaru Seberida agar 
lebih memperhatikan keadaan lingkungan masyarakat dan menjalankan 
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